
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR : 3   TAHUN   2010 

 

T E N T A N G 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2009 

TENTANG PEDOMAN HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN  

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  TAHUN ANGGARAN 2010 
 

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KETAPANG, 
 

M e n i m b a n g  
Dibuat Oleh : 

Kasubbag PPAD 

 

 

 

JHON WANDERSON DAMANIK 

NIP. 19660702 198603 1 006 
 

Disetujui Oleh: 

Kabag Umum 
 

 

 
DRS. H. GURDANI ACHMAD 

NIP. 19570223 198411 1 002 

: a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi 

terhadap barang / jasa saat ini perlu mengadakan penyesuaian dan 

penataan kembali Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa 

Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2010 ; 

 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, maka Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten 

Ketapang Tahun Anggaran 2010 perlu dilakukan perubahan dan 

selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

M e n g i n g a t  
 

Diteliti Oleh : 

Kabag Hukum 

 

 

 

 

SOVIAR SH.MH 
NIP. 19650827 199203 1 009 

 

Diteliti kembali Oleh : 
Asisten Administrasi dan Umum 

 
 
 
 

Hj. NORMANIAH, S.Sos 
NIP. 19550708 197803 2 004 

 

Disempurnakan Oleh : 

Sekda Ketapang 

 

 

 

 

Drs. H. BACHTIAR 

NIP. 19520817 197510 1 005 
 

Disyahkan Oleh : 

Bupati Ketapang 
 

 

 

 

H. MORKES  EFFENDI,SPd, MH 

 

 

: 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  1953 Nomor  9 ) sebagai Undang - 

Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  1820 ) ; 

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4844 ) ; 

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah                

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 

 

SALINAN 



 

    

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578 ); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4609 ) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4855 ); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 

7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor  120,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4330 ) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 

Kabupaten Ketapang  ( Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang 

Tahun 2008  Nomor  10 ) ; 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG 

PEDOMAN HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 

2010 
 



 

  Pasal  I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 

Tentang Pedoman Harga Satuan Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah 

Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2010 ( Berita Daerah Kabupaten 

Ketapang Tahun 2010 Nomor 51 ) diubah sebagai berikut : 

  1. Pasal 5 dihapus. 

2. Lampiran pada huruf Romawi V Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah 

diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

  Pasal  II 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Ketapang. 

    

 

Ditetapkan di  Ketapang 

pada tanggal    17 Februari    2010 

 

BUPATI KETAPANG, 
 

TTD 

 

MORKES EFFENDI 
Diundangkan di Ketapang 

Pada tanggal   17 Februari   2010 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG 
 

 

     TTD 
 

B A C H T I A R 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2010 NOMOR  3 

 

 

Untuk Salinan yang Sah 

Sesuai dengan bunyi aslinya 

 

SEKRETARIS DAERAH 
 

 

 

Drs. H. BACHTIAR 

PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP. 19520817 197510 1 005 


